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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa : 

1) Berdasarkan variabel  Akuntabilitas program menjelaskan bahwa 

akuntabilitas perencanaan anggaran dana desa untuk pembangunan 

infrastruktur adalah 

 Akuntabilitas kebijakan yang terkait dengan pertanggungjawaban 

pemerintah desa terhadap massyarakat desa. Ini artinya perlu adanya 

transparansi kebijakan terkait dengan perencanaan anggaran untuk 

pembangunan infrastruktur dersa. Sehingga masyarakat desa dapat 

melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan 

keputusan. 

 

2) Berdasarkan variabel Akuntabilitas kebijakan menjelaskan bahwa 

akuntabilitas perencanaan anggaranm dana desa untuk pembangunan 

infrastruktur adalah . Akuntabilitas kebijakan yang terkait dengan 

pertanggungjawaban pemerintah Desa terhadap BPD sebagai legislatif dan 

masyarakat luas. Ini artinya perlu adanya transparansi kebijakan sehingga 

masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat 
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dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan infrastruktur yang ada 

di Desa Beleke. 

 

3) Faktor pendukung dan Faktor penghambat tentu tidak bisa di pisahkan 

dalam setiap program pembangunan infrastruktur perlu adanya bantuan 

dari pemerintah Desa dan masyarakat supaya dalam proses pelaksanaan 

berjalan dengan maksimal sehingga program yang sudah ada terlaksana 

dengan baik dan lancar mempermudah akses jalan bagi masyarakat 

sehingga dapat menciptakan Desa Beleke yang lebih maju lagi dalam 

bidang infrastruktur. 

5.2 Saran                                                                                                                                                          

1. Bagi pemerintahan Desa 

 hendaknya melakukan sosialisasi tentang pembangunan 

infrastruktur agar masyarakat juga ikut mengkawal pembangunan 

sehingga tidak ada nya kesalah pahaman yang terjadi dan untuk pihak 

pemerintah Desa dan BPD juga harus bertanggung jawab terhadap apa 

yang sudah di laksanakan sesuai waktu yang sudah di tentuan bersama. 

2 . Bagi masyarakat  

a. Memahami mekanisme dan melakukan pengawasan yang efektif 

agar berlangsungh nya kegiatan pembangunan dapat kita ketahui 

dan bila ada kesalahan dapat di perbaiki bersama dengan 

musyawarah dengan aturan aturan yang berlaku. 
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b. Masyarakat harus menyupot kegiatan yang di sepakati bersama agar 

kegiatan yang ada bisa terlaksana dan membrikan rung kepada 

pemerintah Desa untuk melakukan pengawasan sesuai dengan 

aturan yang ada pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan 

infrastruktur. 
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Poto poto kegiata 
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